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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perpajakan 

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai keberagaman budaya, 

adat-istiadat dan agama. Mayoritas penduduk Indonesia beragama islam sehingga 

pajak dan zakat sehingga dua kata hamper tidak bisaa dipisahkan. Tetapi keduanya 

memiliki perlakuan yang berbeda. Zakat hanya dibebankan pada orang muslim saja 

dengan syarat dan ketentuan tertentu sedangkan pajak dibebankan kepada seluruh 

warga Negara Indonesia yang sudah dewasa yang telah memenuhi syarat sebagai 

subjek pajak. Pembayaran pajak bersifat wajib tidak ada imbalan yang langsung 

dirasakan oleh wajib pajak yang pembayarannya diatur oleh Undang-undang. Hal 

ini berbeda dengan zakat yang hanya dikenakan kepada umat muslim yang memiliki 

kemampuan secara finansial dan telah melebihi nisabnya.10 

1. Pengertian Pajak 

Pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan aturan yaitu 

undang-undang yang pemungutannya dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat 

imbal balik secara langsung. Pajak dipungut oleh pemerintah atau penguasa 

berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tujuan sebesar-besarnya untuk 

kesejahteraan umum.11 Pengertian lainnya adalah “iuran rakyat kepada kas 

negara (peralihan sektor kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah)” 

                                                 
10 Dyah Pravitasari, Pemahaman Konsep Pajak pada Zakat, Jurnal AN-NISBAH, Vol. 02 

No. 02, April 2016, hal. 220 
11 Mardiasmo, PERPAJAKAN, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2018), hal. 1 
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berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 

timba (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umum.12 

DefinisiLpajaknmenurutuUndang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 

yaitu”Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Definisibversi Undang-Undang KUP ini hampir sama definisi  pajak yang 

di kemukakan oleh Rochmat Soemitro hanya kata iuran di ganti dengan istilah 

kontribusi  yang terdengar lebih positifgmengandungk makna adanya partisipasi 

masyarakat. Kemudiangadaktambahan “bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat“ penambahan kata tersebut membuat istilah pajak lebihibernilaikposistif 

karenakpajaka di pungut untukjtujuan kesejahteraan rakyatbesebagai bentuk 

nyata ialah dengan cara penyediaan barang dan jasa publik. Selain itu  pajak di 

bagi mejadi dua kategori 3 kategori yaitu menurut sifat, golongan dan lembaga 

pemungutnya. 

Berdasarkan teori- teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa ciri khas pajak dibanding dengan pungutan lainya 

ialah bahwa wajib pajak tidak  menerima secara langsung imbal balik atas 

pembayarannya akan tetapi timbal balik dari pajak di terima secara kolektif  

 

                                                 
12 Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal,  ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014 ), hal. 41 
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dengan subjek pajak lainnya dalam artian manfaat pajak akan dirasakan bersama 

itu salah satu fungsi pajak yaitu fungsi keadilan dan pemerataan. 

Definisi pajak menurut ulama esensinya tidak jauh berbeda dengan definisi 

pajak yang dikemukakan oleh para ahli konvensional, salah satu ulama yaitu 

Abdul Qadim Zallum mendefinisikan “Pajak adalah harta yang diwajibkan oleh 

Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai pengeluaran yang memang 

diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta”.13 

Ada lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat 

dalam kententuan pajak menurut syariah yaitu:  

a. Diwajibkan oleh Allah SWT. 

b. Objeknya adalah harta (al-maal). 

c. Subjeknya kaum muslim yang kaya (ghaniyyun) saja, dan tidak termasuk non 

muslim. 

d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja. 

e. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus 

segera diatasi oleh Ulil Amri.14 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, 

diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan setelah zakat karena 

terjadi kekosongan pada Baitul Mal dan dapat dihapuskan jika keadaan sudah 

                                                 
13 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 31 
14 Ibid., hal. 32 
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membaik, diwajibkan dan hanya diperuntukan bagi kaum muslim saja dan hanya 

digunakan untuk kepentingan kaum muslim saja.  

2. Hukum Pajak 

Hukum pajak ialah seluruh peraturan mulai dari wewenang pemerintah 

untuk memungut kekayaan rakyat dan menyerahkan kembali kepada rakyat 

melalui kas negara, hukum pajak merupakan hukum publik karena mengatur 

negara dan orang atau badan hukum yang memiliki kewajiban membayar pajak 

Menurut Mardiasmo hukum pajak di bedakan menjadi dua, diantaranya ada 

hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.  

Hukum pajak memuat : 

a. Subjek pajak   

b. Kewajiban subjek pajak  

c. Objek pajak 

d. CaraJpenagihanOpajak 

e. Cara mengajukan bandingadan keberatan pajak  

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, dasar hukum pajak yang 

tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa 

pajak dan pungutn lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara  diatur 

dengan Undang-Undang .15   

 

 

                                                 
15 Mardiasmo, PERPAJAKAN…, hal. 6-9  
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3. Undang-Undang Perpajakan  

Undang-Undang tentang perpajakan diindonesia dibagi menjadi dua 

kategori yaitu: 

1) Undang-Undang Pajak Formal  

Undang-undang pajak ini menyangkut tata cara untuk melaksanakan Undang-

Undang pajak material, dimana seorang wajib pajak harus membayar pajak 

untuk kepentingan fiskus ataupun wajib pajak.  

Yang termasuk kedalam Undang-Undang pajak formal antara lain : Undang-

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-

Undang Pengadilan Pajak (UU PP), dan Undang-Undang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa  (UU PPSP). 

Secara terperinci undang-undang pajak formal memuat : 

a. Cara-cara penyelenggaran mengenai penetapan piutang pajak. 

b. Pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan. 

c. Kewajiban dan hak wajib pajak. 

d. Kewajiban dan hak fiskus. 

e. Tata cara pemungutan pajak.16 

2) Undang-Undang Pajak Material  

Bagian undang-undang yang meyangkut timbulnya utang pajak, besarnya 

utang pajak, hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara wajib pajak 

                                                 
16 Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, Perpajakan, (Malang: Empatdua Media, 2015), hal. 6 
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dengan fiskus. Yang termasuk kedalam undang-undang pajak material adalah 

Undang-Undang Pajak Pengahasilan (PPh), Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) 

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang-Undang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB), Undang-Undang Bea 

Materai (UU BM), dll.17 

4. Fungsi Pajak 

Pajak di pungut tidak hanya untuk semata-mata menambah kas negara saja 

melainkan ada realisasi fungsikpajak sendiri adalahrsebagaipberikut : 

a. Fungsi pendapatan untuk membiayai pengeluaran rutin dan untuk membiayai 

pembangunan pemerintah kemudian jika masih sisa digunakan untuk 

membiayai pengeluaran non rutin yaitu investasi pemerintah.  

b. Fungsi Stabilitas fungsi ini mengatur kegiatan ekonomi di pemerintah 

sehingga perekonomian pemerintah bisa seimbang dan stabil.  

c. Fungsi Pemerataan, pajak berfungsi untuk memeratakan pendapatan rakyat 

dan dijadikan salah satu instrument distribusi pendapatan dengan tujuan 

terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana public secara merata .18 

5. Jenis Pajak 

Pajak digolongkan menjadi 3 jenis yaitu berdasarkan golongan, sifat dan 

lembaga pemungut. 

                                                 
17 Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan,…,  Perpajakan hal. 7 
18 Rismawati dan Antong S, PERPAJAKAN Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia,             

(Malang: Empatdua Media, 2012), hal. 2 
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1. Pajak berdasarkan golongan  

a. Pajak langsung, pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung 

kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta 

dipungut secara berkala (periodik). Seperti PPh dan PBB. 

b. Pajak tidak lanagsung, pajak yang dipungut atau dilakukan jika ada 

peristiwa, keadaan tertentu yang mengharuskan terjadinya pemungutan. 

Wajib pajak dapat melimpahkan kewajibannya kepada pihak lain. Seperti 

PPN, PPn.BM, dan Bea Materai.                 

2. Pajak berdasarkan sifatnya  

a. Pajak”subyektif merupakan pajak yang memperhatikan pada sisi subjek 

yang dikenakan pajak, di mana besarnya pajak yang harus dibayarkan 

melihat kepada keadaan pribadi wajib pajak. hal ini, dilihat dari sisi 

keadaan materiilnya, seperti melihat keadaan status kawin, tidak kawin, 

dan memiliki banyak tanggungan atau tidak. Hal tersebut menjadikan 

suatu beban yang harus ditanggung dan akan menjadi pengurang beban 

pajak bagi wajib pajak. Seperti, Pajak penghasilan.” 

b. Pajak obyektif,”merupakan pajak yang dilihat dari sisi objek pajak sebagai 

sasaran pemungutan pajak, dimana besarnya jumlah pajak hanya 

tergantung kepada keadaan objeknya, tanpa melihat keadaan wajib pajak 

sebagai pembayar pajak. pemungutan pajak ini, melihat pada keadaan, 
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perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban 

membayar pajak. Seperti, bea masuk, cukai, PPN, dan bea materai.19 

1. Pajak berdasarkan lembaga pemungut 

a. Pajak negara”(pajak pusat) merupakan pajak yang dikelola dan dipungut 

langsung oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak), yang hasilnya 

untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). 

seperti PPh, PPN/PPn.BM, PBB, Bea Materai.” 

b. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu 

pemerintah daerah Tingkat I, maupun pemerintah daerah Tingkat II. Hasil 

dari pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

pembangunan daerah (APBD). Yang termasuk pada pajak daerah, seperti 

Pajak Pembangunan I, Pajak Reklame, Pajak Bangsa Asing (PBA), Pajak 

Kendaraan Bermotor.20 

6. Sistem Pemungutan Pajak 

a. SelfoAssesment   

Sistem ini adalah salah satu sistem pemungutan pajak yang menuntut wajib 

pajak untuk menghitung sendir pajak yang terutang, membayar dan 

melaporkan sendri pajak yang terutang dengan ketentuan undang- undang 

perpajakan.  

 

 

                                                 
19 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 

hal. 8 
20 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1,..., hal. 9 
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b. Official Assesment  

Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak  dimana aparatur 

pajak yang menetukan  jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif 

sepenuhnya  ada pada aparatur pajak atau kegiatan dalam menghitung dan 

pemungutan pajak sepenuhnya ada di tangan aparatur pajak.  

c. Withholding System  

Withholding System  adalah penghitungan ,pemotongan,dan pembayaran 

pajak serta pelaporan pajak di percayakan kepada pihak ketiga oleh 

pemerintah. 

 

B. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) 

1. Pengertian  

Dalam bahasa Arab, pajak disebut kharaj yang berarti mengeluarkan. 

Secara etimologis kharaj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang 

ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah sipemilik seorang 

muslim. Dalam pengertian lain, kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan.  

Pajak Bumi dan Bangunan sebelum tahun 2014 termasuk kedalam jenis 

pajak pusat, akan tetapi berdasarakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan diserahkan kepada 

kota/kabupaten.21 

                                                 
21 Samudra, Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 256 
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Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan, 

Bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di 

bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

diletakan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan yang diperuntukan sebagai 

tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan.22 

Sejalan dengan pengertian PBB dalam undang-undang diatas”Pajak Bumi 

dan Bangunan merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran 

Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaannya 

seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme 

bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah digunakan untuk 

berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan”di 

daerah.23 

Jelas terlihat bahwa PBB merupakan pengenaan pajak pada bumi atau 

permukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia, dan bangunan adalah 

konstruksi yang berdiri di atas tanah. Pendapatan dari PBB digunakan oleh 

pemerintah pusat dan daerah. “PBB adalah pajak negara yang sebagian besar 

penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain digunakan untuk 

penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah.”24 

                                                 
22 Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, Pajak Bumi dan Bangunan, (Bandung; Refika 

Aditama, 2001), hal. 2 
23 Darwin, Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2013), hal. 2 
24 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus Buku 2 Edisi 6, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 

hal. 231   



29 

 

 

 

Berdasarkan pengertian diatas kesimpulannya Pajak Bumi dan Bangunan 

adalah  pajak yang di kenakan atas bumi dan bangunan yang berada di wilayah 

negara Indonesia artinya bumi dan bangunan yang berada di atas permukaan 

bumi Indonesia sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

2. Dasar Hukum 

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan di Indonesia yang berlaku saat ini, 

adalah  dasar hukum pajak bumi dan bangunan yang berlaku mulai tanggal 1 

januari 1986 dan merupakan pengganti dari :  

a. Ordonasi Pajak Rumah Tangga Tahun 1908.  

b. Ordonasi Verponding Indonesia Tahun 1923.  

c. Ordonasi Pajak Kekayaan Tahun 1932.  

d. Ordonasi Verbonding Tahun 1928.  

e. Ordonasi Pajak Jalan Tahun 1942.  

f. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 khususnya Pasal 114 Huruf 

J, K,L. 

g. Undang-Undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.  

Kemudian setelah di berlakukannya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tanggal 15 September 2009 mengenai pajak daerah, wewenang 

pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor desa dan kota di limpahkan ke 

pemerintahan kabupaten dan kota.25 Pajak Bumi dan Bangunan di atur dalam 

                                                 
25 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus Buku 2 Edisi 6,..., hal. 38  
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Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 dan kemudian di revisi ke Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994. 

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki dasar hukum sebagai berikut :   

a. Dasar hukum PBB pada UU No. 12 Tahun 1985, dan telah diubah  dengan 

UU No. 12 Tahun 1994. 

b. Peraturan Pemerintah (PerPu) No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan 

Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan. 

c. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2002 tentang Penyesuaian 

Besar Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai Dasar 

Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. 

d. Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2002 tentang Perubahan atas 

Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/2002 tentang Pembagian 

Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah.26 

3. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Subjek pajak dari pajak bumi dan bangunan ialah orang atau badan hukum 

yang mempunyai suatu hak katas bumi dan memperoleh manfaat tertentu atas 

suatu bangunan.  

b. Yang menjadi subjek pajak adalahh orang atau bada yang secara nyata 

mempunyai suatu ha katas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, 

dan/atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

                                                 
26 Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, Pajak Bumi dan Bangunan…, hal. 8-9 
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c. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas dalam UU PBB 

terdapat dalam Pasal 4 Ayat 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak 

menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang ini. 

d. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, 

Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subyek pajak sebagaimana 

dimaksud dalam huruf (a) sebagai wajib pajak.27 

Yang menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut: 

a. Bumi dan/ Bangunan 

b. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah 

pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan 

sebagai pedoman sehingga memudahkan dalam perhitungan pajak yang 

terutang.           

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah harus memperhatikan faktor-

faktor berikut : 

1) Letak 

2) Peruntukan  

3) Pemanfatan  

4) Kondisi lingkungan 

Dalam menentukan klasifikasi bangunan harus memperhatikan faktor-

faktor sebagai berikut: 

1) Bahan yang digunakan 

                                                 
27 Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, Perpajakan…, hal. 391 

 



32 

 

 

 

2) Rekayasa 

3) Letak 

4) Kondisi lingkungan 

Objek dari pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan, ada objek 

pajak yang di kecualikan adalah sebagai berikut : 

a. Bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dibidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.  

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya. 

c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum 

dibebani suatu hak.  

d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan 

timbal balik.  

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan.28 

4. Dasar Pengenaan Pajak  

Dasarjpengenaanopajak atas pajak bumigdan bangunany adalah sebesar  

nilai jual objek pajak ( NJOP ) dan setiap wajiblpajak telah di tetapkan nilai ual 

objek pajak tidak kena pajak yang biasa di sebut ( NJOPTKP ) besarnya 

NJOPTKP setiap daerah berbeda-beda.”Besarnya NJOPTKP ditetapkan 

                                                 
28 Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, Perpajakan…, hal. 394 
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maksimal Rp.12.000 untuk setiap wajib pajak”. Sedangkan untuk tarif yang di 

kenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 % . 

5. TahunkPajak,uSaatkPajakjTerutangudanbTatakCaralPembayaran 

 Tahun pajak dimulai tanggal 1 Januari – 31 Desember, kemudian pajak 

yang terutang berdasarkan SPT harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak di 

terimanya SPT oleh wajib pajak.29 

 

C. Penghasilan 

1. Pengertian  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen pertama ialah 

penghasilan. Penghasilan sendiri merupakan suatu hasil balas jasa dari usaha 

seseorang yang didapatkannya baik berupa uang maupun barang. Dalam 

pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan 

pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur 

dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Sedangkan pendapatan riil adalah 

pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa pemenuh 

kebutuhan yang dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya 

(uangnya).30 Menurut Biro Pusat Statistik membagi pendapatan menjadi tiga 

kategori yaitu pendapatan berupa uang, pendapatan berupa barang, dan 

penerimaan yang bukan merupakan pendapatan.  

                                                 
29“Anastasia Diana. INDONESIA Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis, (Yogyakarta: 

ANDI OFFSET, 2004), hal. 271-276” 
30 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2001), 

hal. 20”  
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1) Pendapatan berupa uang, terbagi menjadi empat yaitu:   

a. Gaji dan upah (kerja pokok, kerja sampingan, kerja lemubur dan kerja 

kadang-kadang) 

b. Usaha sendiri (hasil bersih dari usaha sendiri, komisi, penjualan kerajinan  

rumah) 

c. Hasil investasi (hak milik tanah) 

d. Keuntungan sosial yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.73  

2) Pendapatan berupa barang, terbagi menjadi dua yaitu:  

a. Pembayaran upah dan gaji dalam bentuk beras, pengobatan, transportasi, 

perumahan, rekreasi. 

b. Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah, yaitu pemakaian barang 

yang diproduksi di rumah, dan sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap 

rumah sendiri yang ditempati. 

3) Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu: 

a. Pengambilan tabungan. 

b. Penjualan barang-barang yang dipakai. 

c. Penagihan piutan. 

d. Pinjaman uang. 

e. Kiriman uang 

f. Hadiah/pemberian. 

g. Warisan dan menang judi.31 

                                                 
31 Mulyanto Sumardi dan HansDieter Evers, ed, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, (Jakarta: 

CV. Rajawali, 1985), cet. 2, hal. 93-94 
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Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penghasilan 

seseorang tidak hanya didapat dari kegiatan usaha formal saja seperti bekerja 

namun pendapatan bisa didapat dari investasi berupa kepemilikan tanah, sawah 

atau bisa bangunan properti. Juga tidak hanya dalam bentuk uang saja, namun 

dapat berupa barang seperti beras. Terdapat pula penerimaan yang tidak 

dikatakan sebagai pendapatan, karena penerimannya bukan atas kegiatan usaha. 

Pendapatan yang diterima seseorang berbagai macam jenisnya, pendapatan 

tersebut digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana kita 

tahu bahwa kebutuhan manusia itu terbagi menjadi tiga, kebutuhan primer, 

kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.  besar-kecilnya pendapatan yang 

diperoleh masyarakat akan mempengaruhi kebutuhan mereka, “dalam keluarga 

yang miskin hampir seluruh penghasilan akan habis untuk kebutuhan primer 

makanan.”   

 

D. Sosialisasi Perpajakan 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen kedua ialah 

Sosialisasi adalah proses mempelajari sesuatu secara mendalam kaitannya dengan 

ini adalah sosialisasi perpajakan adalah pemberian pengetahuan mengenai 

perpajakan secara mendalam oleh masyarakat agar masyarakat bisa memahami 

tentang norma yang berlaku dalam perpajakan, serta memberi pengetahuan tata cara 

pembayaran dan pentingnya membayar pajak demi pembangunan nasional . 
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1. Pengertian 

 Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) 

untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan 

diakui dalam masyarakat.32 Dalam proses belajar atau penyesuaian diri itu 

seseorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain; 

kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya. 

Sejalan dengan pengertian sosialisasi yang disebutkan di atas, pengertian 

tentang sosialisasi yang dikemukakan oleh Hassan Shadily “sosialisasi sebagai 

suatu proses di mana seseorang mulai menerima dan menyesuaikan diri kepada 

adat-istiadat suatu golongan, di mana lambat laun ia akan merasa sebagai dari 

golongan itu.”33 Dalam penjelasan tentang soialisasi tersebut, bahwasannya 

sosialisasi merupakan proses belajar individu, sesuai dengan adat atau kebiasaan 

yang sudah diakui masyarakat setempat, sebagai patokan dalam menyesuaikan 

diri guna menjadi bagian dari golongan tersebut. 

Pendapat lain tentang pengertian sosialisasi yang dikemukakan oleh 

beberapa tokoh yaitu “Robert M.Z. Lawang, sosilaisasi merupakan proses 

mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan 

untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.”34 Hal 

serupa tentang sosialisasi dikemukakan pula oleh M. Sitorus, beliau mengatakan 

                                                 
32 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 

cet. 4, hal. 57  

 
33 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, .., cet. 4, hal. 58  
34 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan 

Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya Edisi 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 

cet. 3, hal. 156 
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bahwa “sosialisasi merupakan proses di mana seseorang mempelajari polapola 

hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai, norma dan kebiasaan yang 

berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu 

(pribadi).”35 

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosilaisasi 

merupakan proses belajar atau mempelajari seorang individu dalam kelompok 

masyarakat yang menjadi patokan dalam bertindak seperti norma, nilai, peran, 

agar individu bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang ada dan dapat diterima 

sebagai anggota masyarakat. kaitannya dalam perpajakan, adanya sosialisasi 

agar masyarakat dapat mengetahui serta memahami tentang norma yang berlaku 

dalam perpajakan, tentang pentingnya pajak untuk masyarakat dan bahwa pajak 

adalah suatu kewajiban dalam kelompok masyarakat hukum seperti Indonesia. 

Norma atau aturan perpajakan dijadikan sebagai norma yang harus diikuti oleh 

warga Negara sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan sosial mereka. 

Perpajakan memiliki aturan yang berdasarkan hukum, maka bagi orang yang 

tidak mengikuti aturan tersebut, akan diberikan hukuman.  

E. Sanksi Pajak 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent ketiga ialah sanksi 

pajak. Sanksi adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa hukuman atau resiko 

yang harus diterima oleh seseorang karena telah melanggar peraturan, sanksi pajak 

ialah hukuman atau tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat 

                                                 
35 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan 

Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya Edisi 1,…, hal. 157 
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pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi 

pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma dan 

peraturan perpajakan sehingga wajib pajak harus patuh terhadap peraturan dan 

norma yang berlaku dan apabila melanggar akan di kenai sanksi pajak. 

1. Pengertian  

Sanksi perpajakan adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak 

jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. 36 Sanksi perpajakan adalah 

sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak yang tidak patuh 

terhadap peraturan perpajakan. Indikator sanksi perpajakan berupa : sanksi yang 

jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera. Berdasarkan beberapa 

pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterima wajib 

pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, 

dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak 

sehingga tidak akan mengulangi nya kembali.37 

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang 

melanggar suatu aturan yang telah dibuat, sanksi dalam perpajakan adalah 

hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar 

aturan yang sudah ditetapkan. Contoh dalam perpajakan seperti telat membayar 

pajak ataupun membuat keterangan yang tidak benar pada SPT. Sejalan dengan 

pemaparan sanksi tersebut, penegakan sanksi perpajakan diberlakukan untuk 

                                                 
36 Jayate, Skripsi: “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan 

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2016”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2017) 
37 Jannah, I.N. , Skripsi: “Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Kabupaten 

Boyolali)”, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017) 
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menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya.38 

Wajib Pajak yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi perpajakan, 

sanksi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi 

pidana : 

1) Sanksi Denda (administrasi) 

Sanksi terhadap Wajib Pajak ada dua jenis, yaitu denda administrasi dan 

sanksi pidana. Sanksi administrasi bisa berupa denda maupun bunga. Sanksi 

berupa denda 25% dikenakan saat terlambat atau tidak mengembalikan SPOP 

yang disampaikan oleh Direktur Jendral Pajak, sehingga dikenakan SKP. 

Terdapat pula denda berupa bunga 2% sebulan pada Wajib Pajak yang tidak 

membayar pajak saat jatuh tempo.39 Dijelaskan lebih dalam mengenai  sanksi 

adminitrasi sebagai berikut : 

a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur sacara tertulis tidak 

disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih 

dengan Surat Ketetapan Pajak. jumlah pajak yang terutang dalam Surat 

Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi  

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.  

b. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak 

dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% 

(dua persen) perbulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari 

                                                 
38 Siagian, Tesis: “Analisis Sejumlah Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat 

Desa dan Kota dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padangsidimpuan, (Sumatra 

Utara: Universitas Sumatera Utara, 2014), hal. 30 
39 Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, Pajak Bumi dan Bangunan…, hal. 54 
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pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan.40 

2) Sanksi Pidana  

Sanksi ini diberikan kepada pelanggarnya dengan hukuman kurungan 

penjara. “Sanksi pidana untuk tindak pidana di bidang perpajakan tidak ada 

yang berupa hukuman mati atau hukuman seumur hidup, hanya hukuman 

penjara yang tidak lebih dari 7 tahun.”41 Sanksi pidana adalah sanksi yang 

dijatuhkan oleh Hakim untuk kejahatan. Agar hakim pidana dapat 

menjatuhkan sanksi dana terhadap perbuatan tindak pidana dan penentuan 

sanksi secara pasti. 42 

Tindak pidana yang diberikan kepada pelanggar ada dua kriteria yaitu karena 

kealpaan atau tidak disengaja dan karena kesengajaan. Sanksi pidana untuk pajak 

PBB ditetapkan dalam hukum formal yaitu pada “UU No. 16 Tahun 2000”. Sanksi 

pidana pada pasal 24 UU PBB, terhadap orang maupun badan yang karena 

kealpaannya, tidak mengembalikan atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak kepada Direktur Jendral Pajak, tapi jika hanya terlambat 

menyampaikan SPOP hanya dikenakan sanksi denda atau administrasi. 

Selanjutnya, bagi orang atau badan yang karena kealpaannya, menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan isi yang tidak benar, tidak lengkap, 

memberikan lampiran keterangan tidak lengkap, maupun isi tidak benar. Sehingga 

dapat menimbulkan kerugian pada Negara, hal itu akan diberikan hukuman berupa 

                                                 
40 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 17,  (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013), hal. 354 
41 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 3, (Bandung: Eresco, 1991), cet. 2, hal. 

17 
42 Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin,  Pajak Bumi dan Bangunan…, hal. 59 
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pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggitingginya dua kali 

pajak yang terhutang. 

Pasal 25 mengancam sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama dua 

tahun atau denda paling tinggi lima kali pajak pajak yang terhutang kepada 

siapapun (orang atau badan) yang dengan sengaja: 

a. Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada 

Direktorat Jendral Pajak; 

b.  Menyampaikan surat Pemberitahuan Objek Pajak yang isinya tidak benar, tidak 

lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar; 

c. Memperlihatkan surat palsu atau yang dipalsukan atau memperlihatkan 

dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah itu benar.43 

 

F. Kesadaran Wajib Pajak 

Keadaan dimanajwajibppajaknmengetahui perihal pajak serta serta dalam diri 

wajib pajak muncul motivasi dan merasa ikhlas memenuhi kewajibanya membayar 

pajak serta sadar bahwa pajak adalah kewajiban untuk pelaksanaan fungsi 

pemerintah sebagai sarana pemerataan pendapatan 

1. Pengertian 

Kesadaran pepajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, 

termasuk rela membrikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi 

pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajak terutangnya. Tingkat 

kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak juga berpengaruh terhadap 

                                                 
43 Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin,  Pajak Bumi dan Bangunan…, hal. 60-61 



42 

 

 

 

kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataanya sekarang tidak 

ada orang yang secara sadar akan kewajiban pajaknya dan mengerti esensi 

dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian orang melaksanakan 

kewajibannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada. Hal ini 

mengindikasikan bahwa budaya kurangya kesadaran sangat berpotensi 

mengurangi kepatuhan.44 

Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran 

masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah : 

a. Sebab kultural dan Historis. 

b. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat. 

c. Adanya kebocoran pada penarikan pajak. 

d. Suasana Individu, seperti belum punya uang, malas dan tidak ada imbalan 

langsung dari pemerintah.45 

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan. 

b. Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. 

c. Melakukan pembaharuan dan perombakan pajak-pajak yang masih berbau 

kolonial.46 

 

                                                 
44 Khoirul Musthofa, Skripsi: “Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) di Kelurahan 

Tembalang Semarang Tahun 2009”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), hal.  44 
45 Suryarini Trisni dan Tarsis Tarmuji, Pengetahuan Perpajakan, (Semarang: UNNES, 

2006), hal. 10 
46 Ibid., hal. 10 
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G. Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau variabel dependen 

adalah Kepatuhan wajib pajak. Yang di maksud dengan kepatuhan adalah keadaan 

diamana seseorang mentaati dan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh 

penguasa. Seperti kepatuhan wajib pajak kepada peraturan perpajakan yang telah 

dibuat oleh pemerintah. “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam 

suatu negara.”47 

1. Pengertian  

Kepatuhan merupakan keadaan seseorang mentaati dan mengikuti 

peraturan yang telah dibuat oleh penguasa. Seperti kepatuhan wajib pajak 

kepada peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. “Kepatuhan 

perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.”48  

Sejalan dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, “Kepatuhan perpajakan 

adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan 

                                                 
 47 Robert Saputra, Skripsi: “Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas 

Pelayanan Wajib Pajak terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak  Bumi dan Bangunan (Studi Empiris 

Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman)”, (Padang: Universitas Negeri Padang,2015), hal. 6 
48 Sony Devano dan Rahayu, Perpajakan Konsep, Teori dan Isu Edisi 1, (Jakarta: Kencana, 

2006), cet. 1, hal. 110 



44 

 

 

 

perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.49 Kepatuhan wajib pajak 

merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa dari suatu kepatuhan 

maka akan menimbulkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajaknya. 

Kepatuhan wajib pajak, karena dengan itu akan meningkatkan penerimaan 

pajak. 

Dijelaskan secara lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak patuh menurut 

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, sebagai berikut:  

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 

tahun terakhir. 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

c. Tidak pernah dijauthi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang 

paling banyak 5%. 

e.  Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh 

akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat 

dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.50 

 

                                                 
 49 Robert Saputra, Skripsi: “Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas 

Pelayanan Wajib Pajak terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak  Bumi dan Bangunan (Studi Empiris 

Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman)”, (Padang: Universitas Negeri Padang,2015), hal. 6 
50 Ibid., hal. 111 
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H. Penelitian Terdahulu  

Dalam”penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang 

dijadikan sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikan penelitian ini, 

penelitian terdahulu membantu peneliti untuk menentukan langkah-langkah yang 

sistematis untuk penyusunan penelitian baik dari segi teori maupun konseptual. 

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang 

dilakukan”peneliti : 

Penelitian Nashby yang bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sensus 

pajak, sosialisasi pajak dan presepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP wilayah 

Jakarta Selatan. Metode penelitian ini  deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan presepsi 

efektifitas sistem perpajakan berpengaruh posistif signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP wilayah 

Jakarta Selatan. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama 

menggunakan pendekatan kuantitaif dan persamaan yang lain ialah terletak pada 

salah satu variabel bebas yang digunakan yaitu sosialisasi perpajakan dan variabel 

terikatnya kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel 

bebas yang lain dan lokasi penelitiannya objek penelitian juga berbeda dimana 

dalam penelitian peneliti fokus pada wajib pajak orang pribadi pajak bumi 
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bangunan sedangkan pada penelitian terdahulu pajak secara umum tidak terfokus 

pada salah satu jenis pajak.51 

Penelitian Rico yang bertujuan untuk mendeskripisikan peran dan usaha yang 

dilakukan oleh aparatur kelurahan di wilayah kecamatan kendari kota kendari 

dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan 

bangunan. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak aparatur kelurahan 

untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan 

bangunan ialah dengan cara memberikan penyuluhan kepada warga, meningkatkan 

pelayanan,memberikan peghargaan kepada waib pajak yang patuh membayar pajak 

.Persamaan peneleitian ini dengan skripsi peneliti ialah terletak pada objek 

penelitianya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan perbedaanya terletak pada 

metode penelitiannya.52 

Penelitian Rahman yang bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib 

pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak 

bumi dan bangunan di wilayah kota Bukittinggi. Metode penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak diwilayah kota Bukittinggi, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap 

                                                 
51 Zulfakhry Nashby, Skripsi: “Analisis Pengaruh Penerapan Sensus Pajak, Sosialisasi 

Pajak dan Presepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi pada KPP Wilayah Jakarta Selatan”, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 2014) 
52 Muhammad Rico, “Peranan Aparatur Kelurahan dalam Meningkatkan Kesadaran 

Masyarakat terhadap Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Jati Mekar Kecamtan 

Kendari Kota Kendari”,Jurnal Ilmu Administrasi Publik 2018 
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kepatuhan wajib pajak diwilayah kota Bukittinggi dan pendapatan berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kota Bukit 

tinggi. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti ialah terletak pada objek 

penelitianya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan perbedaanya terletak pada 

metode penelitiannya serta variabel bebas yang digunakan dalam penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti menggunakan variabel sosialisasi perpajakan.53 

Penelitian Parera dan Erawati yang bertujuan untuk menguji pengaruh 

kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus 

terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan. Metode penelitian  yang 

digunakan peneliti ialah metode deskriptif  kuantitatif dengan metode analisis data 

regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

positif signifikan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak di dilakukan peneliti ialah 

ada salah satu variabel bebas yang sama persamaan di metode analisis data dan 

instrument penelitian. Perbedaan terletak pada metode penelitian pada penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kausalitas perbedaan juga 

terletak pada objek penelitian.54 

Penelitian Susyanti dan Utami yang bertujuan untuk menganalisis peran 

kepemimpinan, kualitas pelayanan petugas pemungut pajak, dan motivasi wajib 

                                                 
53 Arif Rahman, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan 

terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kota Bukittinggi,” 

(ARTIKEL Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang) 
54 Parera dan Teguh Erawati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan 

Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan,” Jurnal 

Akuntansi Vol.5 No.1 Juni 2017 
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pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan ialah 

deskriptif kuantitatif dengan instrument penelitian berupa angket/kuesioner. Hasil 

penelitian ini menunjukan  bahwa kepatuhan wajib pajak secara signifikan 

dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa, kualitas pelayanan petugas pemungut 

pajak dan motivasi dalam diri wajib pajak sendiri. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah terletak pada variabel yang di 

pengaruhi yaitu kepatuhan wajib pajak, metode penelitian, instrument penelitian 

dan alat analisis yang digunakan sedangkan untuk perbedaanya terletak pada 

variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas yang digunakan.55 

Penelitian Setyowati yang bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan 

perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalidengen, 

Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo tahun 2014. Metode penelitian ini 

menggunakan deskriptif kuantitatif . Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sanksi pajak berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan 

bangunan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel x 

secara simultan juga berpengaruh positif signifikan terhadap y. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama 

                                                 
55 Susyanti dan Tri Utami, “Peran Kepemimpinan , Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut 

Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak dalam Kepatuhan Membayar  Pajak Bumi dan Bangunan”, 6 (4) 

: 318-345 
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menguji faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam 

membayar pajak bumi dan bangunan. Dari metode penelitian dan instrument 

penelitian yang digunakan sama. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian pada 

penelitian ini jenis penelitiannya adalah deskriptif asosiatif sedangkan dalam 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif korelatif, variabel x 

nya ada yang berbeda yaitu pengetahuan perpajakan.56 

PenelitianYubiharto yang bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan 

Karanglewas Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah metode 

survey, menggunakan data primer dari jawaban responden. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa faktor pengetahuan perpajakan dan penyampaian SPPT 

memiliki pengaruh posistif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan 

bangunan sedangkan variabel yang mempunyai pengaruh paling besar ialah faktor 

pengetahuan perpajakan. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah sama-sama menguji faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, metode penelitian yang 

digunakan sama. Perbedaan terletak pada variabel bebasnya jika pada penelitian ini 

menggunakan faktor pengetahuan perpajakan dan penyampaiann SPPT sedangkan 

                                                 
56 Yuni Setyowati, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib 

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014” Jurnal 

Profita Edisi 8 Tahun 2017 



50 

 

 

 

pada penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan faktor penghasilan 

wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak.57 

Penelitian Budhiartama dan Jati yang bertujuan untuk menguji pengaruh 

sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan 

membayar pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan  deskriptif kuantitatif 

asosiatif yang bertipe kasualitas menggunakan 3 variabel bebas dan 1 variabel 

terikat. Hasil penelitian ini adalah sikap, kesadaran wajib pajak dam pengetahuan 

perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak bumi daan bangunan. Persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah sama- sama menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Perbedaannya 

terletak pada variabel bebas yang di gunakan.58 

Penelitian Permana yang bertujuan untuk mendeskripsikan kepatuhan wajib 

pajak bumi dan bangunan di Sedahan Kecamatan Seririt, untuk mengetahui 

hambatan dalam merealisasi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan untuk 

mengetahui cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi kepatuhan wajib 

pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) kepatuhan wajib pajak di 

Sedahan Kecamatan Seririt tahun 2011-2015 yaitu tahun 2011  (58,44%), tahun 

                                                 
57 Yubiharto, “Analisis Faktor-Faktorr yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas”, SCA-7 FEB 

UNSOED,2017 
58 Budhiartama dan Jati, “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan 

Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”, E-Jurnal Akuntansi Vol. 15. 

2 Mei 2016 
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2012 (54,23%), tahun 2013 (49,22%), tahun 2014 42,14%), tahun 2015 (32,04%). 

(2) Hambatan yang dialami dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan 

bangunan di Sedahan Kecamatan Seririt adalah kurangnya pemahaman dan 

kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan wajib pajak. (3) Cara menanggulangi 

hambatan dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ialah 

dengan cara memberikan sosialisasi kepada wajib pajak, dan dengan memeriksa 

tarif pajak.  Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan 

bangunan . Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif.59 

 

I. Kerangka Konseptual  

  Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti memilih pajak bumi dan 

bangunan yang akan dijadikan objek penelitian karena melihat kepada keadaan 

wilayah peneliti sendiri. Dan dari pembahasan sebelumnya, peneliti memilih tiga 

faktor eksternal kepatuhan wajib pajak sebagai variabel bebas penelitian, 

diantaranya  Penghasilan wajib pajak ,sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan 

kesadaran wajib pajak.  

                                                 
59 Permana, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) di Sedahan 

Kecamatan Seririt Tahun 2011-2015, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi, Vol. 6 Nomor 1 

Tahun 2016 
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  Penghasilan adalah suatu hasil atau balas jasa bisa juga imbal balik atas suatu 

jasa yang telah dikerjakan atau atas usaha yang telah di lakukan seseorang baik 

berupa uang ataupun berupa barang. Sosialisasi adalah proses mempelajari sesuatu 

secara mendalam kaitannya dengan ini adalah sosialisasi perpajakan adalah 

pemberian pengetahuan mengenai perpajakn secara mendalam oleh masyarakat 

agar masyarakat bisa memahami tentang norma yang berlaku dalam perpajakan , 

serta memberi pengetahuan tata cara pembayaran dan pentingnya membayar pajak 

demi pembangunan nasional. 

Keadaan dimana wajib pajak mengetahui perihal pajak serta serta dalam diri 

wajib pajak muncul motivasi dan merasa ikhlas memenuhi kewajibanya membayar 

pajak serta sadar bahwa pajak adalah kewajiban untuk pelaksanaan fungsi 

pemerintah sebagai sarana pemerataan pendapatan .”Kepatuhan Wajib pajak adalah 

tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan  perpajakan yang 

berlaku dalam suatu negara. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa 

dari suatu kepatuhan maka akan menimbulkan kesediaan wajib pajak untuk 

membayar pajaknya. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  
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Gambar 2. 1 : Kerangka Konseptual 
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  H3 
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      H5 

Sumber : Gambar di Olah peneliti, 2019      

Variabel yang di uji dalam penelitian ini adalah : 

1. Dependent Variabel ( Y )  yaitu variabel yang dapat dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel bebas ( X ), yang menjadi variabel terikat atau dependent varibel 

dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa 

Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. 

Penghasilan 

Wajib Pajak ( X1) 

Sosialisasi 

Perpajakan ( X2 ) 

Sanksi Pajak ( X3 ) 

Kesadaran Wajib 

Pajak ( X4 ) 

Kepatuhan Wajib 

Pajak ( Y ) 
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2. Independent Variabel yaitu variabel –variabel yang menjelaskan atau yang 

mempengaruhi variabel Y ( Kepatuhan Wajib Pajak ) Bumi dan Bangunan di 

Desa Wonorejo tahun Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. 

X1 : Penghasilan Wajib Pajak  

X2 : Sosialisasi Perpajakan 

X3 : Sanksi Pajak 

X4 : Kesadaran Wajib Pajak 

 

J. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang adanya sesuatu  atau 

kemungkinan adanya sesuatu, dengan diiringi perkiraan mengapa atau apa 

sebabnya adanya demikian.60 Dengan demikian, hipotesis merupakan dugaan 

sementara yang masih akan dibuktikan kebenaranya melalui suatu penelitian. 

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah , landasan teori, kerangka 

berfikir, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Hipotesis Secara Parsial 

H1 : Penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib     

pajak  Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo 

Kabupaten Tulungagung. 

                                                 
60 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada University 

Press, 2012), hal. 48 
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H2 : Sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak 

Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten 

Tulungagung. 

H3 : Sanksi pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak Bumi 

dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten 

Tulungagung. 

H4  : Kesadaran wajib pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak 

Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten 

Tulungagung. 

2. Hipotesis Secara Simultan 

H5 : Penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan 

kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo 

Kabupaten Tulungagung. 

 

 


